
TEN'I'ANG

RF]''IRIBUSI IZIN MENDIRIKAN tsANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] BUOL,

Menimbang : a i*l,l qr.#sa,3;ii*""il4,r8#;Hoffi .f;fil#.l

Daerah, maka diperlukan ''p"V1. 
unluk menggali

sumber-s',r-uti pendapat"l asli daerah guna

membiayai xeiarrcri., plnyelenggaraan pemerintahan,

pembangt"r", a"o' p"*bitt*"rr kemasyarakat;

b.bairwaRetribusi|zinMendirikarrBangunanadalah
merupakan tte*enangan Peyerintah Daerah Kabupaten

Buol guna ilih;eninggatkan pelayanan kepada

masyarakat i;;- ltt;andirian daerah dengan prinsip

demokrasi, p"*.'"t"* dan keadilan' peran serta

masyaraktt i*'tt'ntabilitas dengan memperhatikan

potensi daerah Yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan -sebagaimana
it"rl-"o.;J; huruf a dan huruf b perlu

rnenetapkan Ferat'uran Daerah tentang Retribusi lzin

Mendirikan Bangunan;

Mengingat : ]. ' Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn

Acara pidanJ "(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomr:lr 76, Tambahan Lembararr Negara

Repubiik Indonesia Nomor 3209);

2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

l?epublik Indonesia. Tahun 1945;

PEMERTNT4II ATEN BUOL

PtrITATURAN DAERAII KABUPATEN BUOL

NOMOR 08 TAHUN 2012

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
clan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik indonesia tahun 1999 Nomor 1"79, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndOnesia Nomor 3900)

sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahurn 2000 tentang Perubahan atas
Unclang-Undarrg Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pernbentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
clan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesiei Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara tlepublik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2OO2 tentang
Bangunan Gedurng (Lembaran Negara Republik

3.

4.
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Indonesia Tahun 2OO?- - Nomor 134' Tambahan

Lembaran tl.iltl^ir"p"Utltt Indonesia Nomor a389) ;

5. IJndang,-Undang l{omor 3-2 Tahun 2OO4 tentang

Pemerint"nuri'to;;;"h pembaran Negara Republik

Irrdonesia C'f""' 2OO4 No-ot !25' - Tambahan

I,embaran*&JIRepublik.i''ao''."i.Nomor4437|
sebagaim..r""frtln 

" ii"u"rt u"u"t"p" kali terakhir

clengan urra"oJ-u'iql".g rlomor iz Tahun 2008

tentang p.r.iuir'an tcedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2OO4 tentang 
- 
Femerintar.art Daerakt

(Lernbaral f;'g*, 
- 
d"p"6rk inaonesia Talrun 2008

Nomor 59, fi*Ouf'"t'- t-emUaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSa \;

6. Llndang-Llndang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang

Penataan Ruang Lembaran- NggT" R:l:15 Indonesia

Tahun 2007*N;mo'r 6g' Tamblahan Lembara' Negara

ft"puUft Inclonesia Nomor 4725l';

7. Undang-Undang Nomor.28-Tahun 2009 tentang Pqjak

Daerah a"ll 
-h.tribusi Daerah (Lemb^aran Negara

Republik mit"*ti" i"t"ttt 2OOg Nomor 130' Tambahan

Lcmbaran *.#;Republik Indonesia Nomor 5049);

B. Undang-Undang l{omor 12 Tahun 2OIL tentang

Pembentukan treraturan Perundaflg-Undangan

(Lembaran 
*W.g-u- 

Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, rlmnanan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341

g. Peraturan Pemerinllah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksan*"r,--Ut'Oang-Undang Nomor 8, Tahun 1981

tentang F{ukum nclara Pidana (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 36' Tambahan

Lembaran N;;;" Republik Indonesia Nomor 3258);

lO.PeraturanPemerintahNomor36Ta}run2005tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2OO2 tenteurg Bangunan Gedutg (Lembaran

Negara n prrUfif. tnionesia Tahun 2005 Nomor 83'

Tambahan 
- -Lembeiran 

Negara Republik Indonesia

Nomor 45321;

ll.PeraturanPemerinl.ahNomor15Tahun2olotentang
Penyelenggaraan Pr:nataan Ruang (Lemlaran Negara

RepubliklndonesiaTahun2OlONomor2l'Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5103);

12. Peraturan Pemerinl.ah Nomot 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemb,erian Dan Pemanfaatan Insentif
pemungutan Pajah Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010
ilio*o. 1lg, Tamtrahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);

;
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14. Peraturan Daerah Nomor -05 
Tahun 2OOg TentanB' p.,*.,r'.%"5iffi#.'gTi*"' Ff,l** 

Daerah

KabuPaten r

DEWAN

Dengan Persetujuan Bersarna

PERWAI(ILAN *,'O' OAERAH KABUPATEN BUOL

dein

BUPA II BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ' li"H,HffX- J^||#f^NTENTANG 
RETRIBUSI IzIN

BAT} I

KETENTUAN UMUM

Paserl 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirntaksud dengan :

; i**,*"T":**::'Ji";1"*,i-erta 
perangkat Daerarr sebagai

unsur ptt'y"r#frtl* pt*"tintahan Daerah'

3. Kepala oaerah adalah Bupati BuoI' 'rta1.an oleh

4;:H:lll*T"*ffi *rs;:ll",tl*x"ffi ':fi'"il*'".iEil';"*u1't*u"
c, en gan o f it' "!;3; r 

i ::y#JlffiL l *fJ:::*#'ffi:i'* *?fr;
f"ulttturr RePublil< Indgnlsta

Dasar rn*g*Jil;t* Inclonesia t"hott 1945'

5. pejabat adalah Pegawai.Ntgt" sipil yang dtPtn tu'gas J:t:ltu 
dibidang

pajak pr.r"ir' .=*S..rui aeng";r, 
-i",*tt""" ptt""a-"og-undangan yang

berlakt-t.

6.DinasTataRuangclanPerumaha:rradatah'unsurpelaksanaPemerintah
f) aerah utoto "t!' o tit"i""rr Ruang dan Perumahan'

7 . Kas Daeran adalati Kas Daerah Kabupaten Buol'

S.PernegangKasDaerahadalahBarrkPembangunanDaerahatauBank
Presepsi yang di tunlux --:*^ ^,tolah Rendaharawan Khusus

9. Bendaha-rawan Khusus Penerima adalah Bendaharaw

Penerirna pada Dinas Tata Ruang dan p"rumJtt' Kabupaten Buol'

IO'Badanadalahsekumpularro,u.',eldan/ataumodalyanqmerupakan
kesatuan baik yang metat ut u' ul,tt'a **"i yalgiiaaf melakukan

usa,ra yang rneliputi . 
p.ir-.-o.', Terbatas' Plrseroa' Komanditer'

perseroan lainnya, Badan, i]:il Milik- wegara atau Daerah dengan

nama dan dalam bentuk 
";;"*;; nirmi-rongsi, Dana Pensiun'

persekutuar:', perkumprrt"].,T;;;,#, otftG"i Y"t":' organisasi

Sosial politik atau organisasi lainnya t"ermasut kontrak investasi

kolektifdan bentuk badan usaha tetap'

11'RetribusiDaerahyangselarrjutnyadisebutRetribusiadalahpungutan
daerah sebagai pemuayarari atas jasa atau pemb-erian .izin tertentu

yang musu-oiseoiat<an oill"i"" [iu.t*.an otth pt*erintah Daerah

untuk Xepentlngan Orang Pribadi eitau Badan'

12. Jasa ada-lah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang*.,ty"Utf,ftunU-*"ng'iasilitas'^lt3"kemanfaatanlainnyayang
dapat Oi"iitil"ti-oieft Orang Pribadi atau Badan'
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13'PerizinanTertentuada]ahtegiatanter!.eltl.PemerintahDe'erahdalam
rangka p.rnrr.r:i* 

- 
izin u.jJi oranq 

- 
pribadi atau Bldan yang

dimaksudkan 
. 

untrrk p.*fl,.u.n, p",'g.t"iil, |engendalian dan

pengawasanatasr<egiatan,.p,*."riatan..ruang,serta...P.'ggu''u*
sumberd'ayaalam'barang'p'u"**t':1;"it""fasilitastertentu
guna *"ri'f itii^' ;6;"ii"iu'' umum dt" menjaga kelestanan

lingkungan'
14. wajib Retribusi adalah orang Pribadi-atau Badan 'yPg menurut

Peraturan Perundang-""a1"?+. j:::iu""i diw4jibkan untuK

melakukan pembayaran retribrisi,' termasukJemungUt atau pemotong

,, il:::T:JfiT:llo"* 1r"1;flf:",1xf# 5*H#1il1 
merupakan

batas waktu bagi Ya1rb "tiil"oi 
untuh mlmartf"atttart jasa dan

perizinan r.rt"rrru"dari Pem;ilirh baerah yang bersanglmtan'

16. Insentif pemungutaq.Retriurr"i yq1g selanJutnya disebut Insentif adalah

tambalran penghasilan 6;'Ai,f,.titt1-.se6agar 
penglrargaan atas

kin erj a te rte n tu-o alam melaks"an akan pemun gu tin Retribu si'

l7.Pemungutanada]ah.suaturangkaiankegiatan'mulaidari
penghimprr'rr* lata oU:"f.'l"t r,rUjJt retribusi' penentuan besarnya

retribusi yang terutang ";pri 
uesiatg-;;"gid*t retribusi kcpada

Wajib Retribuli serta pengawasan penyetorannya'

ls.Bangunanadatahbarrgunangedungb'esetabanggnan-barrgunanyang
secara langsung *.rup^["ri f.*f.-rrgf<apan 

-da; 
bangUnan' gedung

tersebut AJam batas satu pemilikan'

19'Mendirikanbangunan.ad.alahpekedaanbangunanseluruhnyaatau
sebagian termasuk pef.effi ,i..'"giufi, *tttl*Uun' atau meratakan

tanah yang berhubung"" aiig* p#tjaan mengadakan banggnan'

20. Koefisien Dasar Bangun.arr, u",,,' selanjutnya disingkat KDB adalah

bilanganpokokata'sperbandinl-ganantaralantaidasarbangunan
dengan luas kapling/ pekarallgan'

21. Koefisien Lantai Ba'gunan, l** selanjutnya disingkat KLB adalah

biiangan poi.oii "t.. pirUunaingari antara iuas lantai bangunan dengan

luas kaPling/ Pekarangan'
22.KoefisienBangunaJladaiahtirrggibangunandiukurdaripermukaan

tanah "*;;?;;gu' 
tit'. t"ratil dari bangunan tersebut.

23. Bangunan Permanen adalah t'angunan y€ng - ditlryT dari segi

konstruksi dan unrur O",'*"ft Ainyltat<an teUitr dari 15 tahun'

24.Bangunan Semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi

konstruksi clan umur b.";;;;;;nyatafan 5 tahun sampai dengan 15

tahun.
25.B,angunanTemporerada]ahbangunanyangajutr3"darisegi

konstruksi dan umur Uan!.t".t din/atakan kura'g dari 5 tahun'

26. Harga bangunan aclalah bangunan yalg menurut perhitungan analisa

yang tetah ,Ciperiksa tceUen#annya otJfr instansi yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah'
'27 . Ja)an Protokol/Utama

kurang dari 8 metet'.

28. Jalan kolektor adalah jalan
7 meter.

2g..Ia[an antar lingktrngan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak
kurang dz ri 3 meter.

adalah jatan dengan lebar badan jalan tidak

dengan lebar badan jatan tidak kurang dari
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30.SuratSetoranRetribusiDaerah"yangselanjutny?.dt*gk"tSSRD
adalah buxti pembayar"r-""t"* 

'periyetorln reiribusi I*g telah

dilakukan dengan melS'uf*ftlo Jo'h"iit "t* 
telah dilakukarr dengan

caraiain ke ka-s Daeran metffiil;;Gt*;;;;vans ditunjuk oleh

. , :::"1,"I(?l;,f;" Retrib ursj.Daerah, vans selanjutnv" dl"TqPt dengan

SKRD, adarai Surat retetaJa]rfi;itib;"i V*L menentukar'r besarnya

iumld pokok retribusi yang terutang'

32.SuraKetetapanRgll!l::DaerahLebihBayar'yangselanjutnya
disingkat u?iriL 

- 
srcnqr,.q a;,t't Surat x-eiltapan Retribusi vang

menentuu* jit*lah kelebihan pembay"'**tJti6usi karena jumlah

kredit retribusi tebih u."- o-t pada refriou"i yang tenrtang atau

,r. l'.1I"il:t'*"H['ili'Daerah, yars seranjutnva .{isilsr<at 
srl?

ada-lah ,u"i ttntuk *triit*''"gthul retriUusi dan/atau sanKsr

adminstratif berupa bunga dan/4tau denda'

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca'rl'

mengumpulkan dan mengoiuio""t" dan atai keterangan lainnya dalam

rangka p.rrg..u"""n k.;fi;;'*p.*t"'-th"" t<ew{iUan Perpajakart

Daerah u"o?t""kan' pt'"i''it"' perundarrg-undangan Perpqjakan

.r, 3ffiffi*"" rindak pidana dibidang _ 
Retribusi Daerah adalah

serangkaian tindakan v""q. o1J;u-:lJ- n""yiAik Pegawai Negeri

SipilyangselanjutnyaiisebutPenyidik,untukmencariSerta
mengump.rtt r,, bukti t""J {."te ffii-itri membuat terang tindak

pidana OiUiJ"rg n.triUrr.l Daerah yang 
-1.tj"ai 

serta menemukan

tersangkanYa'

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJBK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan narna Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi

sebagaipembayaranataspe|ayananizinmendirikanbangunan.

Pasal 3

(1)objekRetribusiadalahpemberianizinuntukmendirikansuatu
bangunan.

(2) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi kegiatan

peninjauan desain dan pemanteLuan pelaksanaan pembangUnannya

aflar tetap sesuai dengan rencanil teknis bangunan dan rencana tata

ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangUnan (KDB)'

koefisien tuas Uang,rrru.t (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB)'

dan pengawasan penggunaan bemgunan yang meliputi pemeriksaan

dalam rangga *.*.trifti syarat tieselamitan bagi yang menempati

bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi siebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pernerintah atau

Pemerintah Daerah.

D



Subjek Retribusi adalah orang

p.rrditi"t suatu bangunan dari

Pasal 4

oribadi atau badan yang memperoleh

bemerintah Daerah'

BAE} III

GOLONGAN RETRIBUSI

Paseil 5

Retribusi|zinMendirikanBangunandigolongkansebagaiRetribusi
Perizinan Tertentu'

BAIS IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan i-":i izin mendirikan bangunarr diukur

berdasarkan status/ u mur bangunan gT I*t ialan'

(2) Faktor-faktor sebagaiman" aiir.t.sud pada-aiat (r) diberikan bobot

(3) 3.ft:]|:y"ji}il;*,." sebagaimana dimaksud pada avat (21, ditetapkart

sebagai berikut:

Tabel A: Lt.tas T'nntai Rangunan dan Koefisien'

LUAS r.ar\r-at BANGqNAN

Luas Lantai Ba"gunan J.dloo,oo m'

Luas Lantai Bangunan s'd 200'00 m2

Luas Lantai Barrgunan s'd 300'00 m2

Luas Lantai Bangunan s'd 400'00 m2

Luas Lantai Bangunan s'd 1'000'00

m2

Luas Lantai Bangunan s'd 2'000'00

m2

Luas Lantai Bangunan >2.000,00 m'

fOBnStBttt
O,25

0,50

O,75

1,00

1,25

1,50

1,75

1I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tabel B. Tingkat Bangunan dan Koefisien'

Ttlcrar BANGUI'{AN KOEFISIEN
No 0,25

0,50

0,75

1,00

t,25

1,50

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bangunan Lantai Satu

Bangunan Lantai Dua

Bangunan Lantai Tiga

Bangunan Lantai EmPat

Bangunan Lantai Lima

Bangunan Lantai Enam keatas

6
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Tabel C. Fungsi Bangunan dan Koefisien

B""g""""ffibadah
Bangunan Rumah Tinggal

Bangunan Umum
Pendidikan (Sekolah

Bangunan

Swasta)

Bangunan

Barrgunan

Rumah Kos

Keiembagaan

Perniagaan lJas'a

Indu stri / Perguciangan

" Khusus

Bangunan

Bangunan

Bangunan

TabelD.UmurRangrrnandanKoefisien

@nTahun
tggO ke

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bawah

Bangunan clibangun Tahun 1991

19qs 
$96

Bangunan dibangun Tahun

2000

Bangunan ttii:angun Tahun 2001

2007

Bangunarr dibangun Tahun 2008 -

20LL Bangunzr'n clibangun Tahun

2012-2015

Bangunan dibangun Tahurr 2015

keatas

Tabel E. Kelas Jaian dan Koefisien

d

@s O,25

0,50

0,75

1,00

t,25

1,50

2,25

2,50

2,75

KET"{S JALAN
O,25

0,50

0,75

ffiebawah
Lebar Jalan 10,00 tn

Lebar Jalan 12,00 m

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

o

o,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75



5.

6.

7.

I.,ebar .lalarl

Lebar Jalan

Lebar Jalan

15,00 nt

20,00 m

24,00 m

30,00 rn

(4) Tingkat Penggulaan' ' koelisien sebagalmana

penjumlahan anta-ra koefisien-

ayat (3).
iasa dihitttng
<iimaksud trrada

BAB V

PRINSiPooJo?fsfi SilRtTihir"il#i''JixsrRuKruR
Pasal 7

(1)Prinsipdansasa.randalampenetapantarifRetribusididasarkanpada
tuiuan untuk nrenutup ;;;;-' penyetena;*, pemberian izin

- 9?ttg"*-T--^1^- n6^?Q^fi nemberian izin sebagaimana dimakSUd pada
(21Biaya,.P.ly^:lt"ggaraan pem -f,"rg"*.san 

di laparrg3n,
'"'li;=,Jlli'y.,*;FfjJtr"ff }H"t#**;';ta-dampar".:At"?"'i

bemberian izin tersebut'

BAI] VI

STRUKTUR DAN BESAITNYA TARiF RETzuBUSI

Pasal 8

(i) Besarnya tarif retribusi untuk bangunan perrnalren ditetapkan sebesar

Rp.3.000,00/M''
BesarnYa tarif retribusi
se besar RP' 2.5OO,00/M"

Besarnya tarif' retribusi tzin mendirikan pagar

berikut:
a. Pagar permanen dengan ketinggian:

t. kurang dari 2,00 M RP' 75O'00/M'

2. Lebih dari 2,OO M RP' 1'000'00/M'

b. Pagar semi permanen dengan ketinggian:

1. Kurang dari 2,OO M RP' 500'O0/M'

2. Lebih dari 2,00 M RP' 1'000'00/M'
(4)BesarnyatarifRetribusiizinmendirikanbangunart
' ' UiifUn*d/baliho ditetapkan sebagai berikut:

a. TingEii tower/biilboard/neonbox 0 - 25'OO m

untuk bangunan seml pernanen ditetaPkan
(2\

(3)

3 taiun
b. Tinggi tower/billboard/neonbox

3 tahun
c. Tinggi tower/billboard/neon box

3 tahun

ditetaPkan sebagai

tower/menara dan

Rp. 2.000.000,00/

25,01-51,00 m RP. 3.000'000,00/

5i,0i-75,00 m RP. 4.000.000'00/

R

1,00

t,25

1,50

L,75



d. Tinggi tower/bit19:f:y"tonbox 
75'01 - 100'00 m

npli.ooo t.ob't7.t.:1::/"eonbox 100,01 m keatas

e illtrr*l,"ilsy/i:qry;;" izin mendirike'- i*r"3':
( s 

BnffiI:"r+i"i* Hl& f:?;*ffi #"t#*'$'W:rutl 
*

p e mu an gu nai' "l;; 
pr* t-o53-l 

Jff ?Xffi i ""' "' "i 
u ari j umlah b e sarnY a

; u1,,u 13;il*lTg*11",f"'u"" 
o*"" 

:":;iri., m.'Jiit;'#;;*i"* sebesar t0% (sepuluh persen) dad

b. pengaturarl ioka.si Ofq'#"Airif.* bangunan' --.1.
j*rnlah ,#ir nliiiuusi izin mendrrilcan l$ir'fry: (sepuluh persen)

c e.,,gu*#;';,r:I1?1,, lt*;m.fnm'f'K$ri,';
dari jumr'J'',iiir Retribusi.:'ll 3'Jfi|ff'j[;"- 1s11 

(lima beras

d. pernbu"# 
";t'; 

qtTl,oFHi ,iH#lT'iiiJ[; ba'guna''

,.,:.!$;; mr*ii; ,.ffii*et'*:H
t "' 

Ii"r,, ^r 
t.* t"t" in ct y$1t- ::'; Tffi ;JJ* koefisien'

ruas mak*i-li zso M' tanpa penjumlahan I

BAI] VII

WiLAYAH PI'MUNGUTAN

Pasral 9

Retribusiyangterutang,dipungutdatamWilayahKabupatenBuol.

BAE} VIII

MASA RI'TRIBUSI

Pasral 10

M asa Retribu si adalah i 
anska *+*: l:{i?llrJff 

-j 
#i'H:#ffi "t?tfrwaktu Uu'gi ila:iO- RetriUusl untuk memal

Pemerintah Daerah'

BAI] IX

TATA.CARA PEMUNGUTAN

Pasarl 1i

Retribusi dipungut dengan menggun*q?51? :

Tata cara pelaksanaan p"*''ig''t* Retribusi ditetapkan dengan

Peraturan BuPati'

BAB X

TATA CARA I'EMBAYARAN

Pasral 12

(1)Pembayaranretribusiyangterhutangharusdilunasisekaligus.

(1)
(2)

Ii

t

J



(2) Retribusi vans.t:ih1t3-? St;BT5t#*tambatnva 
15 (lima oelas)

harisejakorr"-"ruitttuttnYaSKRDtan"l,i*i*.pembayarT'-i-t"yetoran'
(s)'rieili,T ji*l,'Hf *il:,1n"tr"1"i?^fr 3J';''ii"?'oavaranRetribusi

:"*|'?'.::ffi "#;ti"an"euPati

BAIs XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

,',?*ffi 
",:".#3"?,ff 

:?oH:J#'A*t'#h4:1ffi ftfrki:F!

l.'#g?J";:i*"5;il'nlti;'ftru'Tl;T'1"'H'1%'[?tndengan
menggun"x*"srno' -'...'$, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2) Penagittut'fitiiu""i te*tung sebagaimart

didahului dengan Surat Teguran'

BAI] XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(', 
::,?ff !" i:il JJ "l# *H:*T-" J":l':'-ilT'' Th#L'T'J'T"1

,,,l:f'H-jl['ff qf***,,gilfii::ti+1HlT#l's:#:"$'#n
surat tegura

,., *i*l"i,lffi- n:ll'lilii}:)H:"-r?i:l surat 1"i1 vans sejenis

sebagaim,'",o,-,r.",J p"a[""viilrr dikelrrarkan oleh pejabat yang

ditunjuk'

1)

BAEI XIII

KEBERATAN

. Pasa'l 15

WajibRetribusidapa.t.mengajul<ankeberatankepadaBupatiatau
pejabat yang aituniut< atas SKRD atau dokumen lain y{Lg

*'JrrJ:ffif;iljukan secara tertulis daram bahasa rndonesia dengan

*iT::"l,f iT;tTffi,Itf"t'.'i"*"tTgk?-:*,"parile-1T"13(tiga)
butan sejak tanggal SKR? AitirUlit*-, kecuali Sifta W4ib Retribusi

tertentudapatmenunjukkarru,l'-"jangkawat<tuitutidakdapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya'

Keadaan diiuar kekuasaan"y^ ;,;;;g"i*"tt. ai*aksud pada ayat (3)

adaiah suatu kead.aan yang terjeidi iit,'"t kehendak atau kekuasaan

Wajib Retribusi.

2)

3)

4\

10
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5)Pengajuankeberatantlg*kmenundakewajibarrmembayarRetribusi
dan pelak"t""rr penagihan Retritrusi'

Pasal 16

(1)Bupatida]amjang}:aY"ktlpaling_lame.6(enam)bulansejaktanggal
surat Keberatin diterima harus memberi t"p"tl""tt atas keberatan

yang diajukan dengan *.,,.,t-1,].ur} Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan ;;;ffi;;" .d;""k-;o 
p"9"-';;;i (1) adalatr untuk

memberikan kepistian 
- 
t''t"**u"gitq iP netribu si' bahwa keberatan

yang diaj ukarr'itlt" " 
oit'eti- xeputttiutt oleh Bupati'

(3) Keputusan tsupati "t*." 5.U^.r|t"o 
d"o; U.t"ia menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak, ;;;.;nlmUafr btt*yu Retribusi yang

( - ) l'#;ffi*j ane\1 Y "k':'-':ff3:iT i "1',T3:ili f#*# ( 1 ) telah rewat

danBupatltid'akmemberisuatukeputusan,t.eueraianyangdiajukan
l".t.u"i dianggaP dikabulkan'

Pasal 17

(1)JikapengajuankeberatandikabulkansebagianSt'"''seluruhnya,
kelebihan pembayaran n.trJn*,1 dikembalii't" dengan- ditambah

imbalan bunga sebest' 2% 6;;;"ru.rri ".Ur-,tun 
utttuk paling larrta 12

(r) l1ltXi"1"il.l.t?";.basarp,11a dimaksud pada avat {1} dihitung sejak

buranpelunasansaslpalo."grod.iterbitkannyasKRDLB'

BAE| XIV

PENGEMBALIAN KELI}BIHAN PEMBAYARAN

Pasa.l 18

(1)AtaskelebihanpembayaranRetribusi,WajibRetribusidapat
mengaiukan permohonan pengembalian kepada Bupati'

(2) Bupati dar; jangka 'tuftt'i- 
praling lti" 6 (enam) bulan' sejak

rliterimanya permotronan p.t1g.*u.uli* kelebihan pembayaran

Retribusi seoagaimana dim^r.",rii pada ayat (1), harus memberikan

keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

telah dilampaui clan Bupati ticlak memberikan suatu keputusan'

permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dart

SKRDLB harus diterbitkan dalartr jangka waktu paling lama 1 {satu)

buian.
(a) Apabila Wajib Retribusi mempunyai

pembayaran Retribusi sebagaima-na
diperhitungkan untuk melunasj,

utang Retribusi lainnya, kelebihan
dimaksud pada aYat (1) langsung

terlebih dahulu utang Retribusi
tersebut.

(5) pengemhalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagairnana dimaksud
' 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wal<tu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan peurbayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o

i
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(duapersen)sebula,natasketerlambatanpembayarankelebihan
Retribusr . , ^,^1-]Ln. nernhavs.fan Retribusi sebagaimana

(7 ) Tata ca-ra pengemb"li3-.I:lebihan pembayar

dimaksud pad-a ayat (l) diatui J*g* Peraturan Bupati'

BAE} XV

KADALUWARSIA PENAGIHAN

Pasa] 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan ,*t:l:.Y"i 
ur-enjadi kadaluwa-rsa

setelah melampaui waktu T (tiga) I{"; terhitung. ?"ju1t 
saat

terutangny, i.iriUusi, kecu"fi"iifi"iiajib RetriU"ti *Aikukarr tindak

,r, lljs3$f:1?t"fftH'*'"il"tnousi sebagaimana dimaksud pada avat (1)

tertangguh jika: . ^+^ri

l- *:'*T&:H"L Ll?I Hi,illX}i d ari waj ib Retribu si, baik lan gsu n g

maupun tidak langsung'

(3) Dalam hd d;l;;bitkan Surat Teguran::P'T3*arra dirnaksud pada avat

(2) hurur a, kad.aluwarsa p.o*firt* dihitung sejak tanggal diterimanya

blj,t.t Teguran tersebut'
(4) pengaku", t;;-n.tiiu,r"i secara langsung :"?tg*a33 aimaksud

pada "y., ti)"[,ir,-,r 
u **; *'"liu-n:.ttibisi dengan kesadarannva

menyataxan masih^ m-empunyai Yt*g 
-Eetribirsi dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah' v ranssung s(
(5) pengakr* 

*;ffi 
n"11u,r1i-:;;;; tidak iangsung sebagaimana

dimaksud pada ayat |2| r,',.,r b dapat.ait"t.L,,i dari pengajuan

permohonun -a1qsY.iq lll". i:;u 
ndai pembavaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retnbust'

Pasal 20

(1)PiutangRetribusiyangtig*mu'ngkinditagihlagikarenahakuntuk
rnelakukan penagihan sudah k"d;J;*arsa dapat dihapustan'

(2) Bupati mene-t.titt'' r<"p't't''t"*r Penghtpi-t"ttt Piutang Retribusi

Kabupaten Buol yang sudah t.Jurr*-s-a seuagaimana dimaksud pada

ayat (1).
(3) Tata cara PenghaPusan

diatur dengan Perat'uran

(1)

(2)

INSBNTIF PI}MUNGUTAN

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Paseil 21

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi
Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu'
pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
melaiui Anggaran Pendapatan dant Belanja Daerah'

piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa

Bupati. i

BAB XVI

dapat diberi

(1) ditetapkan

T2



(3)Tataca.rapemberiandanpemanfaataninsentifsebagaimaladimaksud
pada €Iyat (1) diatur clengai"pJrJ,rruo e;p"ti "uerpedoman pada

tP"t"," t^" Peru ndang- u ndangan'

Pasal 22

(1) Instarrsi pelaksana pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila

,r, r*;:l1|lXl*,fil'#J","ana crimaksud pada avat (r-) dimaksudkan

untuk meningkatkan:
a. kinerja Instansi;
b. semarrgat U"ti" O"tt pejaba't atilu pegawai Instans6

;. pendaPatan daerah; dan

,., $;,ffit#*?l;xf;iisxffi,1 dimaksud_ pada avat (1) dibavarka'

;,;Tft x",'r-Ltiiur,qn'il*:*"llJfr tercapai,rnsentiruntu5

triwulan tersebut clibayarkJ;*. r*"r tti*"r"" uerit<utnya yang telah

,,,F#;;";ai;ixil:ffi $:;l%J'tr1$fi'ffi':",1:1;lraantidak
tercapai,,iaii' -.*L",ix"r in sentif vtt'g-"Taah ctibayart<an untuk

triwulan sebelumnYa'

' Bagial Kedua
Sumber Insentif

Pasal 23

Insentif bersumber dari pendapatal. Retribusi sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

(1)

" Bagian Ketiga
Besaran. Insentif

Pasal 24

Besarnya Insentif ditetapkan 5o/" (lima perseratus)dari
berkenaan

rencana
r"ntuk

nenerimaan Retribusi da-lam tahun angga-ran

i?etribusi Izin Mendirikan Bangunan'

(2) Besaran tnsentif sebagaimana climaksud pada ayat (u

melalui Anggaran penJapatan dan Belanja Daerah tahun

berkenaan.

Pasarl 25

(1) Besarnya pembayaran lnsentif sefuagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat til hurtrl' 
-a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya

dit<etompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun
anggaran sebelu mnya dengan ketentuan:
a. di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), paling tinggi 1

(satu) kali gaji pokok dan tunjangax yang melekat;

ditetapkan
anggaran

j
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b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp
250.000.000,00 (dua ratus lim.a puluh juta rupiatr), paling tinggi 2
(dua) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat;

c. di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling
tinggi 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang rnelekat;

d. di atas Rp. 500.000.000,00 (lirna ratus juta rupiah), paling tinggi 4
(empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Apabila dalam rea-lisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 26

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) dan besarnya pembaya-ran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) clitetapkan dengan i<leputusan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PEI\^YIDIKAN

Pased 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus seb,ragai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud da-lam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah P, ejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat y.rng trerwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
peru n cl an g- und a nga.n .

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti atau laporan
berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar
keteralgan atau lapran tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan baha:r bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catzrtan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dem dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan dalam
tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.

g, Menlruruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang
atau tempat pada saat penreriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah
sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Ret^ibusi
Daerah.

14
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i. Memanggil seseorang untuk mendengar keterangan dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.
Menghentikan PenYidikan.
MelJkukan ti.titut 

-att 
lain yang perlu untuk kelancaral penyidikart

tindak pidana clibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang

BAR XIX

KETBNTUI\N PIDANA

Pasal 28

(l) Wajib Retribusi .yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, dipidana dengan .pidala kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau pidani denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

j.
t\.

d apat cliPertanggu ngj awabkan.

1+y nenyidif< seUagalilana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
' ' 

Oimulainya peiryidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada
penuntut ,r**"*ulai Pejabat Polisi Negara Republik Ind_onesia sesuai
d.trg* ketentuan yang diatur dalam Undang-Undqng Hukum Acara
Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN.LAIN

PaseLl 29

(1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun seka-ti.
(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan memperhatikan indeks harga dart
perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi
ditetapkan deng.tn Peraturan

(1) dilakukan
perkembangan

pada ayat (2)sebagaimana dimaksud
Rupati.

Paseil 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaaan Peraturan Daeratr ini sudaLt
ditetapkan paling lama 6'(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

BA[} XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor
12 Tatrun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Barrgunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor t2 Seri C Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daera-h Nomor 21 Tahun
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2OO9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO3

tentang Reiribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran O"9t-"h
Kabuplten Buol Tahun 2OO9 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak
berlal<u.

Pasal 32

Peraturan Daera-h ini berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap ora-ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini <ieng:rn penernpatannya dalam lembaran Daerah
Kabupaten Buol.

Ditetapkar di BuoI
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI BUOL

AMRAN H.A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal l0 September 2012

plt. S RAH KABUPA1IEN BUOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOLTAHUN 2012 NOMOROS

IO


